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KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Dari analisis terhadap permasalahan yang dirumuskan sebelumnya,
dapat diberikan kesimpulannya sebagai berikut.

1. Pemerintah Daerah Provinsi Papua telah membuat kebijakan tentang
upaya perlindungan hak ulayat bagi masyarakat hukum adat Papua. Secara
normatif kebijakan tersebut dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah
Khusus yakni : Perdasus Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perekonomian
Berbasis Kerakyatan, Perdasus Nomor 21Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Hutan Berkelanjutan, Perdasus Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum
Adat dan Perdasus Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat
Hukum adat dan Hak Perorangan warga Masyarakat Hukum Adat atas
Tanah.

Kebijakan hukum tersebut secara vertikal pada umumnya tidak
bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi tingkatannya, yakni UUD
1945, akan tetapi ada juga ketentuan yang substansinya tidak sinkron
secara vertikal dan kurang memberikan perlindungan bagi upaya
perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat Papua. Ketentuan yang

kurang melindungi, yakni:
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Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang memberi pembatasan
berlakunya hukum tanah adat, yakni: ”sepanjang tidak bertentangan
dengan kepentingan nasional dan Negara”;

Pasal 43 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001
serta Pasal 3 ayat (2)b Perdasus Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak
Ulayat Masyarakat Hukum Dan Hak Perorangan warga Masyarakat
Hukum Adat atas Tanah yang mengatur adanya dua kewenangan yang
berbeda dalam pengelolaan hak ulayat, yakni tetua adat dan
masyarakat hukum adat. Perbedaan kewenangan ini dapat
menimbulkan konflik, yang pada akhirnya mempengaruhi upaya
perlindungan hak ulayat.

Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 Perdasus Nomor 23 tahun 2008 tentang
Hak Ulayat Masyarakat Hukum Dan Hak Perorangan warga
Masyarakat Hukum Adat atas Tanah yang lebih mengedepankan
hukum tertulis dalam pengakuan dan penetapan hak ulayat.

Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 Perrdasus Nomor 23 tahun 2008 tentang
Hak Ulayat Masyarakat Hukum Dan Hak Perorangan warga
Masyarakat Hukum Adat atas tanah yang mengedepankan hukum
tertulis dalam pengelolaan hak ulayat oleh masyarakat hukum adat.

Pasal 11 ayat (1) Perdasus Nomor 23 tahun 2008 tentang Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Dan Hak Perorangan warga Masyarakat Hukum

Adat atas Tanah yang merupakan intervensi kewenangan untuk
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memberikan hak ulayat kepada pihak lain yang dilakukan oleh Badan
Pertanahan.

Meskipun kebijakan hukumnya ada yang kurang memberi

perlindungan bagi hak ulayat, namun dari keterangan para nara sumber,

semangat dan kebijakan instansi terkait dalam memberikan perlindungan

hak ulayat masyarakat hukum adat cukup tinggi.

. Problematika yang mempengaruhi upaya perlindungan bagi hak ulayat

masyarakat hukum adat adalah:

a.

b.

Adanya peraturan hukum yang kurang memberi perlindungan
Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota tidak
disiapkan secara baik untuk melaksanakan Otonomi khusus secara
benar dan bertanggung jawab;

Kelambanan Pemerintah dalam membuat kebijakan perlindungan di
tingkat daerah;

Ketidakseriusan Pemerintah

Upaya yang tidak maksimal dari pemerintah

Implementasikan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 yang kurang
konsisten dan konsekwen;

Dari masyarakat hukum adatnya sendiri, yang belum dapat

memastikan keberadaan, batas-batas dan kepemilikan hak ulayatnya.
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B. Saran
Dari kesimpulan-kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai
berikut.

1. Perlu politik hukum untuk mengamandemen kebijakan hukum, baik di
tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang kurang memberikan
perlindungan hak ulayat sebagaimana dimanatkan dalam UUD 1945.

2. Pemerintah Daerah harus lebih serius, konsekuen dan konsisten dalam

memberikan perlindungan hak ulayat bagi masyarakat hukum adat Papua.
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